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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, ilmu, dan 
karunia-Nya sehingga buku Negara Algoritmik: Hak Konstitusional Warga 
Negara dan Kebijakan Publik di Era Digital dapat disusun sebagai ikhtiar 
akademik untuk membaca perubahan besar dalam hubungan antara negara, 
teknologi, hukum, dan warga negara. 

Buku ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, 
tetapi sesungguhnya mengguncang dasar kehidupan bernegara, yakni 
ketika negara semakin cerdas secara digital, apakah ia juga semakin 
bijaksana secara konstitusional? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk 
membaca perubahan besar dalam cara negara hadir di hadapan warganya. 
Kekuasaan negara kini tidak lagi hanya tampak dalam undang-undang, surat 
keputusan, meja birokrasi, tanda tangan pejabat, atau tindakan 
administratif yang dapat dilihat secara langsung. Kekuasaan itu juga 
bergerak melalui data, aplikasi, sistem elektronik, skor, klasifikasi, prediksi, 
dan kecerdasan buatan yang bekerja senyap, tetapi dapat menentukan 
akses warga terhadap pelayanan publik, bantuan sosial, identitas 
kependudukan, keamanan siber, pengawasan, dan keputusan 
pemerintahan. 

Indonesia sedang memasuki babak baru pemerintahan digital. Aplikasi 
pelayanan publik bertambah, data warga semakin terhubung, identitas 
digital diperkuat, dan AI mulai dibayangkan sebagai mesin baru modernisasi 
birokrasi. Semua itu membawa janji yang memikat, yakni layanan yang lebih 
cepat, keputusan yang lebih tepat, kebijakan yang lebih berbasis data, 
birokrasi yang lebih efisien, dan negara yang tampak lebih responsif. 
Namun, di balik janji itu tersembunyi pertanyaan yang tidak boleh diabaikan. 
Apa yang terjadi jika sistem salah membaca manusia? Apa yang terjadi jika 
data yang keliru berubah menjadi nasib administratif? Apa yang terjadi jika 
algoritma memperkuat bias, menutup akses, atau membuat kekuasaan 
negara semakin sulit dilihat, dipahami, dan digugat? 

Buku ini tidak berdiri dalam sikap anti-teknologi. Teknologi justru diakui 
sebagai peluang besar untuk memperbaiki pelayanan publik dan 
memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, teknologi tidak pernah lahir 
dalam ruang yang hampa nilai. Algoritma tidak turun dari langit sebagai 
kebenaran yang bersih dan netral. Ia dibentuk oleh data, desain, asumsi, 
kepentingan, kelembagaan, dan relasi kekuasaan. Karena itu, persoalan 
utamanya bukan apakah negara boleh menggunakan AI, melainkan 
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bagaimana AI digunakan agar tetap tunduk pada negara hukum, demokrasi, 
keadilan sosial, dan martabat manusia. 

Dari sinilah konsep negara algoritmik dibaca sebagai gejala baru 
kekuasaan. Negara tidak lagi semata-mata memerintah melalui norma dan 
birokrasi, tetapi juga melalui kode, sistem otomatis, pemeringkatan, dan 
prediksi. Negara digital dapat menjadi lebih dekat dengan warga apabila 
teknologi digunakan untuk memperluas akses, mempercepat layanan, dan 
memperbaiki kebijakan. Namun, negara yang sama dapat menjadi semakin 
jauh ketika keputusan-keputusannya tersembunyi di balik sistem yang tidak 
dapat dijelaskan. Dalam ruang inilah buku ini menegaskan satu batas 
penting bahwa efisiensi tidak boleh menggantikan keadilan, dan 
kecanggihan sistem tidak boleh menghapus tanggung jawab manusia. 

Pembahasan kemudian bergerak menuju fondasi konstitusional dan 
hukum administrasi negara. Negara digital tetap harus berdiri di bawah hak 
konstitusional warga, prinsip negara hukum, due process, hak atas 
penjelasan, dan pembatasan kekuasaan teknologi. Ketika algoritma mulai 
memengaruhi status hukum warga, maka keputusan digital, diskresi, 
maladministrasi, pembuktian sengketa, dan peran PTUN menjadi persoalan 
yang tidak dapat lagi dipinggirkan. Keputusan negara tidak boleh 
bersembunyi di balik mesin. Setiap keputusan yang menyentuh hak warga 
harus dapat dijelaskan, diuji, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan. 

Di jantung negara algoritmik terdapat data. Data bukan lagi sekadar 
catatan administratif, melainkan sumber kekuasaan baru. Melalui data, 
negara dapat mengenali, mengelompokkan, memantau, memprediksi, 
bahkan memengaruhi warga. Karena itu, perlindungan data pribadi menjadi 
fondasi yang menentukan. Tanpa perlindungan data yang kuat, warga 
berisiko bergeser dari subjek hukum menjadi objek pengolahan, 
pemantauan, dan pengendalian. Tata kelola data tidak boleh dipersempit 
menjadi urusan teknis keamanan informasi semata, tetapi harus dilihat 
sebagai perlindungan terhadap martabat, otonomi, dan hak warga negara. 

Buku ini juga menelusuri perubahan dalam cara negara merumuskan 
kebijakan publik. Kebijakan berbasis bukti kini bergerak menuju kebijakan 
berbasis data. Perubahan ini menawarkan ketepatan, kecepatan, dan 
kemampuan prediktif. Namun, ia juga membawa bahaya ketika manusia 
dipersempit menjadi angka, skor, kategori, dan variabel statistik. Manusia 
tidak boleh hilang di balik tabel, grafik, dan dashboard kebijakan. Karena itu, 
kebijakan berbasis data memerlukan koreksi yang manusiawi. AI dalam 
pemerintahan harus dibimbing oleh etika publik, yakni tanggung jawab, 
nondiskriminasi, pengawasan manusia, dan kepentingan umum. 
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Ukuran keadilan digital dalam buku ini tidak diletakkan pada mereka 
yang paling siap, melainkan pada mereka yang paling mudah tertinggal. 
Digitalisasi pelayanan publik sering dipuja sebagai kemajuan yang netral, 
padahal warga memasuki ruang digital dari titik berangkat yang berbeda. 
Sebagian warga memiliki perangkat, jaringan, literasi, dokumen, dan akses; 
sebagian lainnya justru semakin jauh karena kemiskinan, usia lanjut, 
disabilitas, lokasi geografis, pekerjaan informal, atau identitas sosial 
tertentu. Maka, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari 
banyaknya aplikasi atau cepatnya transaksi, tetapi dari kemampuan negara 
menjangkau warga yang paling rentan disisihkan. 

Ruang digital juga menjadi medan baru demokrasi. Teknologi dapat 
memperluas partisipasi, mempercepat akses informasi, dan memperkuat 
pengawasan publik. Namun, teknologi yang sama dapat berubah menjadi 
alat yang melemahkan demokrasi ketika digunakan untuk pengawasan 
berlebihan, pelanggaran privasi, manipulasi opini, disinformasi berbasis AI, 
pembatasan kebebasan berekspresi, atau pembentukan ruang publik yang 
dikendalikan algoritma platform. Di titik ini, privasi tidak lagi dapat 
dipahami sebagai urusan pribadi semata. Privasi adalah hak demokratis. 
Kebebasan berekspresi digital bukan sekadar kebebasan berbicara di 
internet, melainkan syarat agar warga tetap berani mengawasi kekuasaan. 

Akhirnya, negara algoritmik membutuhkan regulasi, kelembagaan, dan 
pengawasan yang kokoh. Regulasi AI bukan musuh inovasi, melainkan 
syarat agar inovasi memperoleh kepercayaan publik. AI sektor publik harus 
digunakan secara sah, aman, akuntabel, nondiskriminatif, dapat dijelaskan, 
dan dapat dikoreksi. Pengawasan tidak cukup diserahkan kepada instansi 
pengguna teknologi. Ia membutuhkan keterlibatan lembaga independen, 
pengadilan, parlemen, masyarakat sipil, akademisi, media, dan auditor 
independen. Kekuasaan yang bekerja melalui sistem harus tetap dapat 
diawasi oleh hukum dan warga. 

Sebagai arah reformasi, buku ini menawarkan gagasan hak warga atas 
keadilan algoritmik yaitu hak atas penjelasan, hak atas koreksi data dan 
keputusan, hak untuk tidak sepenuhnya diputus oleh mesin, perlindungan 
dari diskriminasi algoritmik, serta pemulihan yang efektif. Negara algoritmik 
yang demokratis tidak dapat dibangun hanya dengan aplikasi, server, pusat 
data, dan infrastruktur digital. Ia harus dibangun melalui hukum, 
kelembagaan, budaya administrasi, literasi publik, partisipasi warga, dan 
kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat. 

Kecerdasan negara tidak boleh diukur dari banyaknya data yang 
dikumpulkan, cepatnya sistem bekerja, atau rumitnya algoritma yang 
digunakan. Kecerdasan negara harus diukur dari kemampuannya 
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melindungi yang lemah, menjelaskan keputusannya, mengoreksi 
kesalahannya, membatasi kekuasaannya, dan mendengar suara warga. 
Negara boleh menjadi digital, tetapi tidak boleh kehilangan wajah 
manusiawinya. Negara boleh memakai AI, tetapi tidak boleh membiarkan 
nurani konstitusionalnya digantikan oleh kalkulasi mesin. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 
memberi inspirasi, dorongan, dan ruang dialog dalam proses penyusunan 
buku ini , para akademisi, peneliti, praktisi hukum, pegiat teknologi, 
aparatur pemerintahan, mahasiswa, kolega, serta para pembaca kritis yang 
terus memperkaya percakapan tentang hukum, teknologi, dan masa depan 
demokrasi Indonesia. Penghargaan yang tulus juga diberikan kepada 
mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi maupun terang untuk 
memperjuangkan perlindungan hak digital warga, keterbukaan informasi, 
perlindungan data pribadi, keadilan pelayanan publik, dan tata kelola 
teknologi yang berpusat pada manusia. 

Secara khusus, rasa terima kasih yang mendalam disampaikan kepada 
istri tercinta, Rosna Syahidatul Mukaromah, yang dengan setia 
mendampingi dalam suka dan duka, memberi kekuatan, kesabaran, dan 
ketenangan dalam setiap proses intelektual maupun kehidupan. Terima 
kasih juga disampaikan kepada anak-anakku tersayang, M. Abyan Mufid, 
Dzaka M. Hakim, dan Dzaki M. Ihsan, yang selalu menjadi sumber inspirasi, 
kebahagiaan, dan penyemangat dalam menyelesaikan buku ini. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi ruang refleksi bagi siapa pun yang 
peduli terhadap masa depan negara hukum di era digital. Ia tidak 
dimaksudkan sebagai jawaban final, melainkan sebagai undangan untuk 
berpikir lebih jernih, kritis, dan bertanggung jawab tentang bagaimana 
Indonesia membangun negara digital tanpa mengorbankan hak warga. 
Sebab, masa depan teknologi bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan 
mesin, tetapi oleh keberanian manusia untuk menjaga hukum, keadilan, 
dan martabat. 

Semoga buku ini memberi manfaat, memantik diskusi, dan menjadi 
bagian kecil dari ikhtiar bersama membangun negara algoritmik Indonesia 
yang demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan tetap manusiawi.  

 
 

Jakarta, Juli 2026 
Penulis 
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PROLOG 
KETIKA NEGARA HADIR SEBAGAI LAYAR 

 
Bayangkan suatu pagi seorang warga membuka aplikasi layanan publik 

untuk memeriksa status bantuan sosial, izin usaha, layanan kesehatan, atau 
administrasi kependudukannya. Ia tidak datang ke kantor pemerintahan, 
tidak mengambil nomor antrean, tidak berbicara dengan petugas, dan tidak 
menerima penjelasan langsung dari pejabat. Ia hanya menatap layar ponsel. 
Di sana, negara hadir dalam bentuk yang ringkas, dingin, dan tegas: ditolak, 
belum memenuhi syarat, data tidak valid, atau sedang diproses. Tidak ada 
meja pelayanan. Tidak ada tanda tangan basah. Tidak ada wajah birokrasi 
yang dapat diajak bicara. Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak mudah 
dijawab: siapa sebenarnya yang mengambil keputusan itu? Pejabat publik, 
sistem aplikasi, basis data, mesin pemeringkat, vendor teknologi, atau 
algoritma yang bekerja diam-diam di belakang layar? 

Pertanyaan itu tampak teknis, tetapi sesungguhnya sangat 
konstitusional. Ia menyentuh inti hubungan antara negara dan warga. 
Selama ini, kita terbiasa membayangkan negara sebagai sesuatu yang 
tampak, seperti kantor, loket, surat keputusan, peraturan, sidang parlemen, 
pengadilan, pejabat, aparat, dan tanda tangan. Namun, dalam kehidupan 
digital hari ini, negara tidak lagi hanya hadir melalui bentuk-bentuk yang 
kasatmata. Negara juga hadir melalui kode, sistem informasi, integrasi data, 
verifikasi digital, analitik prediktif, kecerdasan buatan, dan platform yang 
mengubah kehidupan warga menjadi data. Pelayanan publik memang 
menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan kadang terasa lebih “bersih” dari 
keruwetan birokrasi lama. Akan tetapi, di balik kecepatan itu, tersimpan 
kegelisahan yang lebih mendasar, yakni apakah keadilan ikut bergerak 
secepat teknologi? Ataukah justru tertinggal di belakang, tercecer di antara 
server, formulir digital, dan keputusan otomatis yang sulit dipahami? 

Barangkali perubahan itu dianggap biasa bagi sebagian pihak, tetapi 
sesungguhnya menciptakan kecemasan baru. Bukan kecemasan yang alergi 
pada teknologi, melainkan kecemasan yang setia pada manusia. Bukan 
kegelisahan yang menolak teknologi, melainkan kegelisahan yang bertanya 
apakah hukum sudah cukup siap mengawasi bentuk baru kekuasaan? Ketika 
negara menggunakan data dan algoritma untuk melayani, mengawasi, 
menilai, mengklasifikasi, bahkan mengambil keputusan terhadap warga, 
hukum tidak cukup lagi hanya bertanya apakah pejabat berwenang atau 
tidak. Hukum juga harus bertanya bagaimana data dikumpulkan, bagaimana 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KESATU 
NEGARA, TEKNOLOGI, DAN 

LAHIRNYA KEKUASAAN ALGORITMIK 
 

  



 

 

BAB 1 
 
 

DARI NEGARA BIROKRATIK 
KE NEGARA ALGORITMIK 

 
A. PERGESERAN BENTUK KEKUASAAN NEGARA 

Pergeseran dari negara birokratik menuju negara algoritmik bukan 
sekadar kisah tentang loket yang diganti aplikasi, formulir kertas yang 
berpindah ke layar, atau antrean panjang yang berubah menjadi nomor 
registrasi daring. Perubahan ini bergerak lebih dalam menyentuh cara 
negara mengenali warga, mengelola kewenangan, membuat keputusan, 
dan menghadirkan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan hanya 
perubahan alat kerja, melainkan perubahan cara negara melihat. 

Dalam bentuk klasiknya, negara birokratik mudah dikenali. Ia hadir 
melalui kementerian, dinas, kantor, pejabat, prosedur, surat keputusan, 
arsip, loket, tanda tangan, stempel, dan rantai komando. Kekuasaan negara 
terlihat dalam ruang pelayanan yang penuh map, kursi tunggu, suara 
petugas memanggil nomor antrean, dan wajah warga yang berharap 
urusannya selesai hari itu. Model ini sering lambat, formalistis, dan 
melelahkan. Namun, dalam segala kekakuannya, negara birokratik masih 
memperlihatkan wajah kekuasaan yang kasatmata. Jika keputusan 
terlambat, warga tahu kantor mana yang harus didatangi. Jika berkas hilang, 
ia masih dapat mencari siapa yang memegangnya. 

Negara algoritmik mengubah lanskap itu. Kekuasaan tidak lagi selalu 
berdiri di balik meja pejabat. Ia bergerak melalui data, kode, aplikasi, 
dasbor, sistem informasi, analitik prediktif, dan model kecerdasan buatan 
yang bekerja tanpa suara di belakang layanan publik. Negara mengenali 
warga bukan hanya melalui kartu identitas atau dokumen administratif, 
tetapi melalui jejak data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan 
sosial, perpajakan, mobilitas, perizinan, dan interaksi digital warga dengan 
platform pelayanan. Kekuasaan tidak hilang. Ia berganti pakaian. Dulu ia 



 

 

BAB 2 
 
 

KECERDASAN BUATAN  
DALAM PEMERINTAHAN:  

JANJI, RISIKO, DAN ILUSI NETRALITAS 
 

A. ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI ALAT MODERNISASI 
PEMERINTAHAN 
Kecerdasan buatan masuk ke pemerintahan bukan sebagai tamu yang 

mengetuk pintu pelan-pelan. Ia datang bersama gelombang transformasi 
digital berupa aplikasi layanan publik, integrasi data, pengaduan daring, 
analitik kebijakan, otomatisasi administrasi, pemantauan kota, prediksi 
risiko, dan dashboard yang menjanjikan negara dapat melihat lebih cepat, 
menghitung lebih akurat, serta merespons lebih sigap. Di banyak ruang 
birokrasi, AI mulai dipandang sebagai mesin baru modernisasi 
pemerintahan. Ia membawa janji yang memikat, yakni memangkas 
prosedur, membaca data berskala besar, menemukan pola yang luput dari 
mata manusia, dan membantu pejabat mengambil keputusan dengan dasar 
yang tampak lebih kuat. 

Namun, AI bukan sekadar alat tambahan dalam lemari teknologi 
pemerintah. Ia dapat mengubah cara negara bekerja. Jika komputerisasi 
lama membantu negara mengetik, menyimpan, dan mengirim dokumen, AI 
bergerak lebih jauh yakni menganalisis, mengklasifikasi, memprediksi, 
merekomendasikan, bahkan dalam derajat tertentu ikut membentuk arah 
keputusan. Karena itu, membicarakan AI sebagai alat modernisasi 
pemerintahan tidak cukup dengan kekaguman. Ia perlu dilihat dengan dua 
mata sekaligus. Satu untuk menangkap peluang, satu lagi untuk mengawasi 
risiko kekuasaan yang dibawanya. 

Secara sederhana, AI dapat dipahami sebagai sistem komputasional 
yang dirancang untuk menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan 
kecerdasan manusia, misalnya mengenali pola, mengolah bahasa, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KEDUA 
KERANGKA HUKUM  

NEGARA DIGITAL DI INDONESIA 
 

  



 

 

BAB 3 
 
 

KONSTITUSI, HAK WARGA NEGARA, 
DAN PEMERINTAHAN DIGITAL 

 
A. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM NEGARA 

ALGORITMIK 
Mengkaji negara algoritmik melalui sudut pandang konstitusi berarti 

menempatkan teknologi sebagai alat yang harus tunduk pada norma dasar 
negara, bukan sebagai sumber kekuasaan baru. Konstitusi tidak hanya 
berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga sebagai kontrak 
politik dan moral yang menjelaskan tujuan pembentukan negara, batas 
kewenangan pemerintah, serta hak-hak warga yang tidak boleh disingkirkan 
atas nama efisiensi, keamanan, modernisasi, atau inovasi digital. Oleh 
sebab itu, negara algoritmik tidak cukup dipahami sebagai negara yang 
memakai data, aplikasi, sistem otomatis, dan kecerdasan buatan dalam 
administrasi pemerintahan. Ia harus dilihat sebagai bentuk baru 
pelaksanaan kekuasaan yang wajib diuji secara konstitusional, yaitu apakah 
kekuasaan tersebut sah, terbatas, bertanggung jawab, dan tetap 
menghormati martabat warga negara (Asshiddiqie, 2006; Manan, 2003). 

UUD NRI 1945 tidak dirancang hanya untuk mengatur negara dalam 
bentuk birokrasi konvensional. Ia adalah konstitusi yang hidup, yang nilai-
nilainya harus mampu menjawab perubahan zaman, termasuk perubahan 
cara negara bekerja melalui teknologi. Ketika negara menghimpun data 
warga dalam skala besar, menghubungkan basis data lintas lembaga, 
memakai sistem prediktif, dan menyelenggarakan pelayanan melalui 
platform digital, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah birokrasi 
menjadi lebih cepat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah 
digitalisasi tetap menempatkan warga sebagai subjek konstitusional, bukan 
sekadar objek administrasi. Negara algoritmik hanya dapat dibenarkan 
apabila teknologi memperkuat perlindungan hak, bukan menyamarkan 
kewajiban negara terhadap warga (Mahfud MD, 2010; Cohen, 2019). 



 

 

BAB 4 
 
 

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN 
KEPUTUSAN BERBASIS ALGORITMA 

 
A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM DIGITAL 

Hukum administrasi negara lahir untuk mengatur cara pemerintah 
menggunakan kewenangan. Ia tidak hanya berbicara tentang struktur 
birokrasi, tetapi juga tentang bagaimana keputusan negara dibuat, 
diumumkan, dijalankan, diawasi, dan digugat. Dalam negara birokratik, 
Keputusan Tata Usaha Negara lazim dibayangkan sebagai surat tertulis yang 
ditandatangani pejabat, bernomor, memuat dasar hukum, dan dikirim 
kepada pihak tertentu. Namun, dalam pemerintahan digital, keputusan 
negara tidak selalu hadir sebagai surat. Ia dapat muncul sebagai status 
aplikasi, notifikasi elektronik, hasil verifikasi sistem, skor risiko, penolakan 
otomatis, persetujuan digital, atau perubahan status dalam basis data 
pemerintah. 

Di sinilah hukum administrasi menghadapi pertanyaan baru apakah 
keputusan yang lahir dari sistem digital dapat diperlakukan sebagai 
Keputusan Tata Usaha Negara? Jawabannya harus dimulai dari fungsi, 
bukan bentuk. Jika keluaran sistem digital dibuat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, bersumber dari kewenangan publik, bersifat konkret, 
individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi warga, maka ia tidak 
boleh lolos dari pengawasan hukum hanya karena tampil sebagai notifikasi, 
status aplikasi, atau hasil pemrosesan algoritmik. Bentuknya boleh digital, 
tetapi wataknya tetap keputusan administrasi. 

Dalam hukum Indonesia, Keputusan Tata Usaha Negara secara klasik 
merujuk pada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 
tata usaha negara, berisi tindakan hukum administrasi, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, final, dan 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
Setelah hadirnya UU Administrasi Pemerintahan, pemahaman ini perlu 



 

 

BAB 5 
 
 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI 
SEBAGAI FONDASI NEGARA ALGORITMIK 

 
A. DATA PRIBADI SEBAGAI SUMBER KEKUASAAN BARU 

Dalam negara algoritmik, data bukan lagi sekadar catatan administratif. 
Data telah berubah menjadi sumber kekuasaan baru. Melalui data, negara 
dapat mengenali warga, mengelompokkan mereka, menilai kelayakan, 
memprediksi risiko, menentukan prioritas layanan, mengawasi perilaku, 
bahkan memengaruhi nasib administratif seseorang. Warga tidak hanya 
hadir di hadapan negara sebagai tubuh fisik, pemohon layanan, pembayar 
pajak, pasien, peserta pendidikan, atau penerima bantuan sosial. Ia juga 
hadir sebagai himpunan data berupa nomor induk kependudukan, alamat, 
riwayat kesehatan, status ekonomi, rekam pendidikan, jejak pajak, data 
biometrik, lokasi, aktivitas digital, dan hubungan sosial yang semakin 
mudah diproses oleh sistem. 

Perubahan ini menuntut cara pandang baru dalam hukum publik. 
Dalam negara birokratik, kekuasaan terutama bekerja melalui aturan, 
pejabat, loket, dokumen, dan keputusan tertulis. Dalam negara digital, 
kekuasaan bekerja melalui basis data, interoperabilitas sistem, identitas 
digital, pemadanan informasi, skor risiko, dan algoritma. Negara tidak 
hanya bertanya siapa warga itu, tetapi juga apa yang dapat diprediksi dari 
dirinya. Karena itu, perlindungan data pribadi tidak boleh diperlakukan 
sebagai isu teknis keamanan informasi semata. Ia adalah isu konstitusional, 
administratif, demokratis, dan kemanusiaan. 

Data menjadi sumber kekuasaan karena ia memberi negara 
kemampuan melihat warga dalam skala besar. Dengan data, negara dapat 
mengetahui kelompok mana yang membutuhkan bantuan, wilayah mana 
yang rawan penyakit, usaha mana yang berisiko, warga mana yang belum 
memenuhi kewajiban, sekolah mana yang tertinggal, dan infrastruktur 
mana yang harus diprioritaskan. Dalam arti positif, data dapat memperkuat 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KETIGA 
KEBIJAKAN PUBLIK,  

ETIKA, DAN TATA KELOLA AI 
 

  



 

 

BAB 6 
 
 

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DATA: 
ANTARA BUKTI DAN KEKUASAAN 

 
A. DARI EVIDENCE-BASED POLICY KE DATA-DRIVEN POLICY 

Kebijakan publik yang baik selalu membutuhkan dasar pengetahuan. 
Negara tidak boleh membuat kebijakan hanya berdasarkan intuisi pejabat, 
tekanan politik jangka pendek, kepentingan kelompok tertentu, atau 
kebiasaan birokrasi yang diwariskan tanpa evaluasi. Dalam administrasi 
publik modern, gagasan ini dikenal sebagai evidence-based policy di mana 
kebijakan yang disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti itu dapat berupa data statistik, 
penelitian akademik, evaluasi program, kajian sosial-ekonomi, konsultasi 
publik, pengalaman lapangan, serta pengetahuan profesional para 
pelaksana kebijakan. 

Namun, dalam negara digital, evidence-based policy mengalami 
perluasan sekaligus pergeseran. Kebijakan publik tidak lagi hanya bertumpu 
pada laporan penelitian, survei periodik, statistik tahunan, atau evaluasi 
manual. Negara kini memiliki akses terhadap data yang sangat besar, cepat, 
beragam, dan terus diperbarui berupa data kependudukan, kesehatan, 
pendidikan, bantuan sosial, pajak, mobilitas, perizinan, transaksi, aduan 
warga, sensor, hingga media sosial. Dari sinilah muncul data-driven policy, 
yaitu kebijakan publik yang semakin dipandu oleh data digital, analitik, 
kecerdasan buatan, dan model prediktif. 

Pergeseran ini bukan sekadar perubahan alat. Ia mengubah cara negara 
mengetahui masyarakat. Dalam model lama, negara mengenal masyarakat 
melalui sensus, laporan birokrasi, penelitian, musyawarah, dan pengalaman 
pejabat lapangan. Dalam model baru, negara mengenal masyarakat melalui 
sistem data yang terus mengalir. Dashboard dapat menunjukkan sebaran 
kemiskinan, peta penyakit, kepatuhan pajak, kinerja sekolah, kepadatan lalu 
lintas, indeks risiko wilayah, atau efektivitas program. Charalabidis, Loukis, 



 

 

BAB 7 
 
 

ETIKA AI DALAM 
PEMERINTAHAN INDONESIA 

 
A. PRINSIP ETIKA AI UNTUK SEKTOR PUBLIK 

Etika kecerdasan buatan dalam pemerintahan tidak boleh dipahami 
sebagai hiasan normatif setelah teknologi selesai dibangun. Etika harus 
hadir sejak awal, yakni ketika negara menentukan masalah apa yang 
hendak diselesaikan dengan AI, data apa yang akan dipakai, siapa yang 
terdampak, bagaimana sistem diuji, siapa yang bertanggung jawab, dan 
bagaimana warga memperoleh penjelasan serta pemulihan. Dalam sektor 
publik, AI tidak bekerja di ruang netral. Ia masuk ke wilayah kekuasaan 
negara, pelayanan publik, alokasi sumber daya, pengawasan, dan 
keputusan administratif. Karena itu, etika AI dalam pemerintahan harus 
lebih kuat daripada etika AI dalam relasi komersial biasa. 

Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap martabat manusia. 
Negara tidak boleh menggunakan AI dengan cara yang mereduksi warga 
menjadi objek data, skor risiko, atau target kebijakan semata. Warga tetap 
harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, hak, 
pengalaman hidup, dan kemampuan menjelaskan dirinya. UNESCO (2021) 
menempatkan martabat manusia, hak asasi manusia, keberagaman, 
inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai fondasi etika AI. Dalam konteks 
Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila kemanusiaan 
yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. AI 
boleh membantu negara melihat pola, tetapi tidak boleh menghapus nilai 
manusia di balik setiap keputusan. 

Prinsip martabat manusia menuntut agar AI tidak dipakai untuk 
memperlakukan warga sebagai bahan mentah administrasi. Dalam 
pelayanan publik, warga bukan sekadar pengguna aplikasi. Dalam bantuan 
sosial, warga bukan sekadar entri data. Dalam kependudukan, warga bukan 
sekadar nomor identitas. Dalam kesehatan, warga bukan sekadar rekam 



 

 

BAB 8 
 
 

KEAMANAN SIBER, KEDAULATAN DIGITAL, 
DAN KETAHANAN NEGARA 

 
A. KEAMANAN SIBER SEBAGAI ISU HUKUM PUBLIK 

Keamanan siber dalam negara algoritmik tidak lagi dapat dipahami 
sebagai urusan teknis para ahli teknologi informasi. Ia telah berubah 
menjadi persoalan hukum publik karena menyangkut kewajiban negara 
melindungi warga, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, menjamin 
keamanan data pribadi, mempertahankan fungsi pemerintahan, dan 
memastikan bahwa kekuasaan digital tidak runtuh akibat serangan, 
kelalaian, atau desain sistem yang rapuh. Ketika layanan administrasi, data 
kependudukan, bantuan sosial, kesehatan, pajak, pendidikan, perizinan, 
transportasi, dan komunikasi publik semakin bergantung pada sistem digital, 
maka keamanan siber menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional 
negara. 

Inti dari berbagai kajian mutakhir menunjukkan satu hal penting bahwa 
keamanan siber bukan hanya soal perangkat lunak, firewall, enkripsi, atau 
pusat data. Keamanan siber adalah persoalan tata kelola. Rhogust (2026), 
Febriansyah, Ikhwan, dan Firdausi (2026), serta Ramli, Suseno, dan Mayana 
(2026) sama-sama menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kerangka 
hukum, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas ketahanan siber yang lebih 
kuat untuk menghadapi digitalisasi pemerintahan, ekonomi digital, AI, dan 
risiko serangan siber. Aji (2025) bahkan menempatkan keamanan siber 
sebagai bagian dari politik kedaulatan digital karena negara yang tidak 
mampu melindungi sistem digitalnya akan kehilangan sebagian kemampuan 
untuk mengatur ruang publik digitalnya sendiri. 

Dalam negara birokratik lama, gangguan administratif sering berbentuk 
keterlambatan surat, arsip hilang, prosedur berbelit, atau pejabat tidak 
hadir. Dalam negara digital, gangguan administratif dapat berbentuk 
serangan ransomware, kebocoran data, peretasan layanan publik, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KEEMPAT 
HAK WARGA, KEADILAN SOSIAL, 

DAN KELOMPOK RENTAN 
 

  



 

 

BAB 9 
 
 

KESENJANGAN DIGITAL DAN 
KETIDAKADILAN PELAYANAN PUBLIK 

 
A. DIGITALISASI YANG TIDAK SELALU INKLUSIF 

Berbagai kajian mutakhir tentang pemerintahan digital menunjukkan 
pola yang semakin jelas bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat 
mempercepat akses bagi sebagian warga, tetapi sekaligus memperdalam 
ketimpangan bagi warga lain yang tidak memiliki perangkat, jaringan, 
literasi, identitas administratif yang rapi, atau kemampuan mengikuti 
prosedur digital. United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(2024) menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan harus 
diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang 
efektif, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada inklusi, kapasitas 
kelembagaan, dan kemampuan negara mengurangi kesenjangan. Dalam 
konteks Indonesia, persoalan ini penting karena digitalisasi berlangsung di 
tengah perbedaan wilayah, kelas sosial, usia, pendidikan, gender, disabilitas, 
dan kapasitas infrastruktur yang sangat lebar. 

Digitalisasi yang tidak inklusif adalah digitalisasi yang mengandaikan 
semua warga memiliki kondisi awal yang sama. Ia menganggap semua 
orang mempunyai ponsel pintar, internet stabil, nomor telepon aktif, 
alamat surel, kemampuan membaca instruksi aplikasi, dokumen lengkap, 
serta waktu dan keberanian untuk berhadapan dengan sistem elektronik. 
Padahal, banyak warga hidup dalam konektivitas terbatas, literasi digital 
rendah, penghasilan tidak tetap, lokasi geografis sulit, usia lanjut, disabilitas, 
atau status administratif yang tidak lengkap. Ketika negara memindahkan 
layanan ke kanal digital tanpa perlindungan bagi kondisi-kondisi ini, 
digitalisasi berubah menjadi pintu seleksi baru. 

Dalam negara algoritmik, ketidakinklusifan digital tidak hanya berarti 
warga kesulitan memakai aplikasi. Lebih jauh, ia dapat berarti kehilangan 
akses terhadap hak. Bantuan sosial tidak diterima karena data tidak cocok. 



 

 

BAB 10 
 
 

KEBEBASAN SIPIL, PENGAWASAN  
DIGITAL, DAN DEMOKRASI 

 
A. NEGARA DIGITAL DAN RISIKO PENGAWASAN BERLEBIHAN 

Benang merah dari literatur mutakhir menunjukkan bahwa pengawasan 
digital oleh negara selalu berada dalam ketegangan antara keamanan, 
efisiensi, dan kebebasan sipil. Di satu sisi, teknologi pengawasan dapat 
membantu negara mencegah kejahatan, mengelola lalu lintas, menjaga 
keamanan siber, mempercepat investigasi, dan merespons krisis. Di sisi lain, 
pengawasan digital yang tidak dibatasi dapat mengubah negara hukum 
menjadi negara pemantau. Syafik, Muslim, dan Solekah (2026), Ganaie, Mir, 
Jaysingh, dan rekan-rekan (2026), serta Katrak dan Chakrabarty (2023) 
sama-sama memperingatkan bahwa pengenalan wajah, basis data 
biometrik, analitik AI, dan pemantauan data besar dapat menggerus privasi, 
partisipasi demokratis, dan kebebasan warga apabila digunakan tanpa batas 
hukum, akuntabilitas, dan pengawasan independen. 

Pengawasan digital yang berlebihan adalah penggunaan teknologi 
untuk melihat, mengikuti, merekam, menghubungkan, menganalisis, dan 
memprediksi perilaku warga secara melampaui kebutuhan yang sah, 
proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak selalu hadir 
sebagai tindakan represif terbuka. Kadang ia muncul dalam bentuk kamera 
kota pintar, integrasi basis data, pemantauan media sosial, pelacakan lokasi, 
analisis komunikasi, profil risiko, atau pengumpulan data masif dengan 
alasan keamanan dan pelayanan. Justru karena dibungkus bahasa efisiensi 
dan keselamatan, pengawasan digital sering lebih sulit dipersoalkan 
daripada pengawasan konvensional. 

Dalam negara algoritmik, pengawasan tidak hanya berarti negara 
“melihat” warga. Negara juga dapat mengklasifikasi, memprediksi, memberi 
skor, menandai risiko, dan menghubungkan jejak digital warga menjadi 
profil administratif. Data kependudukan, rekam layanan, ekspresi media 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAGIAN KELIMA 
REGULASI, KELEMBAGAAN,  
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BAB 11 
 
 

DESAIN REGULASI AI DI INDONESIA 
 

A. KEBUTUHAN REGULASI AI YANG SPESIFIK 
Indonesia membutuhkan regulasi AI yang spesifik karena kecerdasan 

buatan tidak lagi sekadar alat bantu teknis, tetapi mulai menjadi bagian dari 
proses pemerintahan, pelayanan publik, pengawasan, penilaian risiko, 
pengolahan data, dan pengambilan keputusan. AI dapat membantu negara 
bekerja lebih cepat, membaca pola lebih luas, dan merespons masalah 
publik secara lebih prediktif. Namun, kemampuan itu membawa bentuk 
risiko yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh hukum konvensional. 
Hukum administrasi, perlindungan data pribadi, keamanan siber, 
keterbukaan informasi, hukum pidana, hukum konsumen, dan hukum 
pelayanan publik memang relevan, tetapi masing-masing hanya menjawab 
sebagian masalah. AI membutuhkan kerangka hukum yang mengikat, 
sistematis, dan lintas sektor karena risikonya juga lintas sektor. 

Kebutuhan regulasi spesifik tidak berarti semua persoalan AI harus 
dimasukkan ke dalam satu undang-undang tunggal yang kaku. Regulasi AI 
dapat berbentuk kombinasi undang-undang, peraturan pemerintah, standar 
teknis, pedoman sektoral, kode etik yang mengikat melalui pengadaan, 
audit independen, dan mekanisme pengawasan. Namun, harus ada satu 
kerangka normatif yang jelas mengenai apa itu AI, siapa yang bertanggung 
jawab, sistem mana yang berisiko tinggi, apa kewajiban pengembang dan 
pengguna, bagaimana hak warga dilindungi, serta bagaimana negara 
mengawasi penggunaan AI dalam sektor publik dan privat. Tanpa kerangka 
ini, Indonesia akan menghadapi fragmentasi aturan berupa banyak norma 
tersebar, tetapi tidak ada pusat tanggung jawab. 

Laelaturramadani (2026) menegaskan bahwa akuntabilitas administratif 
untuk sistem pengambilan keputusan berbasis AI dalam pemerintahan 
Indonesia memerlukan logika regulasi berbasis risiko, pengaturan tanggung 
jawab vendor teknologi, serta penyesuaian hukum administrasi dengan 
karakter AI. Pandangan ini penting karena sistem AI tidak bekerja seperti 
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KELEMBAGAAN PENGAWASAN 
NEGARA ALGORITMIK 

 
A. SIAPA MENGAWASI ALGORITMA NEGARA? 

Pertanyaan “siapa mengawasi algoritma negara?” adalah pertanyaan 
inti dalam negara algoritmik. Selama keputusan publik dibuat oleh pejabat 
manusia, hukum dapat menunjuk pejabat, instansi, atasan, pengadilan, 
Ombudsman, DPR, atau lembaga pengawas tertentu sebagai pihak yang 
dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, ketika keputusan publik 
dipengaruhi oleh sistem AI, basis data terintegrasi, model prediktif, skor 
risiko, pengenalan biometrik, atau sistem rekomendasi otomatis, rantai 
tanggung jawab menjadi lebih kompleks. Kekuasaan tidak lagi hanya berada 
pada tanda tangan pejabat, tetapi juga tersembunyi dalam desain data, 
parameter model, logika klasifikasi, kontrak vendor, dan infrastruktur digital. 
Karena itu, pengawasan negara algoritmik tidak cukup dilakukan dengan 
cara lama. 

Secara kolektif, literatur mutakhir tentang akuntabilitas algoritmik 
menekankan perlunya pengawasan yang bersifat teknis, hukum, 
administratif, dan demokratis sekaligus. Laelaturramadani (2026) menyoroti 
pentingnya akuntabilitas administratif, explainability, audit bias, dan due 
process algoritmik dalam pemerintahan Indonesia. Afriansyah dan Nursalim 
(2026) menegaskan bahwa algoritma sektor publik, terutama yang 
digunakan dalam keputusan berisiko tinggi, harus diawasi melalui 
instrumen tata kelola, audit, penilaian dampak, pengawasan manusia, dan 
legitimasi demokratis. Satyo, Prasetyo, dan rekan-rekan (2026) juga 
menekankan perlunya lembaga yang dapat melakukan audit independen 
terhadap sistem algoritmik. Dengan demikian, pertanyaan tentang 
pengawasan bukan lagi apakah AI perlu diawasi, melainkan siapa yang 
memiliki mandat, kapasitas, independensi, dan kewenangan untuk 
mengawasinya. 
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MENUJU HAK WARGA 
ATAS KEADILAN ALGORITMIK 

 
A. HAK ATAS PENJELASAN 

Hak atas penjelasan merupakan salah satu hak paling mendasar dalam 
negara algoritmik. Ketika keputusan publik dibuat, dibantu, atau 
dipengaruhi oleh AI, warga tidak boleh hanya menerima hasil akhir berupa 
“ditolak”, “tidak memenuhi syarat”, “data tidak valid”, “berisiko tinggi”, 
atau “tidak lolos verifikasi”. Warga berhak mengetahui mengapa keputusan 
itu muncul, data apa yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab, 
bagaimana cara memperbaiki kesalahan, dan apakah ada manusia yang 
dapat meninjau ulang keputusan tersebut. Tanpa hak atas penjelasan, 
negara algoritmik akan menciptakan bentuk kekuasaan baru yang sulit 
dipahami, sulit diperdebatkan, dan sulit digugat. 

Hak atas penjelasan tidak boleh dipersempit menjadi persoalan teknis 
explainable AI semata. Penjelasan algoritmik dalam hukum publik bukan 
hanya uraian matematis tentang model, bobot variabel, atau arsitektur 
sistem. Bagi warga, penjelasan yang bermakna adalah penjelasan yang 
dapat dipahami dan digunakan untuk membela hak. Seorang warga yang 
ditolak bantuan sosial tidak membutuhkan diagram rumit model prediktif; 
ia membutuhkan alasan konkret mengapa dirinya dianggap tidak memenuhi 
syarat, data apa yang dianggap keliru, indikator apa yang memengaruhi 
penilaian, dan langkah apa yang dapat ditempuh untuk memperbaiki 
keputusan. Dengan demikian, hak atas penjelasan adalah hak administratif, 
hak konstitusional, dan hak prosedural, bukan sekadar hak teknis. 

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa opasitas keputusan algoritmik 
merupakan salah satu ancaman utama bagi due process dan hak warga. 
Hariansah dan Qhistina (2026) menekankan pentingnya algorithmic due 
process dalam negara digital Indonesia, terutama karena AI dalam 
pelayanan publik dapat memengaruhi hak konstitusional warga. Rajendra 
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PETA JALAN NEGARA ALGORITMIK 
YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN 

 
A. PRINSIP-PRINSIP REFORMASI NEGARA ALGORITMIK 

Peta jalan negara algoritmik Indonesia harus dimulai dari prinsip, bukan 
dari aplikasi. Kesalahan terbesar dalam transformasi digital pemerintahan 
adalah ketika negara lebih dahulu membeli teknologi, membangun platform, 
mengintegrasikan data, dan mengotomatisasi layanan, tetapi terlambat 
merumuskan batas konstitusionalnya. Negara algoritmik yang demokratis 
tidak dapat dibangun hanya dengan perangkat lunak, pusat data, 
kecerdasan buatan, dan dashboard. Ia harus dibangun di atas prinsip 
negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, keadilan sosial, 
akuntabilitas, keamanan, dan partisipasi. Tanpa prinsip, teknologi akan 
berjalan lebih cepat daripada hukum; ketika itu terjadi, warga menjadi 
pihak yang paling mudah dikorbankan. 

Secara kolektif, literatur mutakhir menunjukkan bahwa tata kelola AI 
sektor publik membutuhkan arah reformasi yang tidak sekadar teknokratis. 
Bekti, Pancasilawan, Komara, dan rekan-rekan (2026) menekankan 
pentingnya kepemimpinan publik, regulasi matang, dan kolaborasi 
multipihak dalam membangun AI untuk e-government Indonesia. Widjaja 
(2026) menyoroti kebutuhan peta jalan transformasi hukum AI Indonesia 
agar pemanfaatan AI menuju Indonesia Emas 2045 tidak mengorbankan 
hak asasi manusia. Muallidin (2026) mengingatkan bahwa tata kelola AI 
Indonesia harus waspada terhadap kolonialitas algoritmik, yaitu 
ketergantungan pengetahuan, infrastruktur, dan standar teknologi yang 
dapat memperkuat relasi kuasa tidak setara. Dari berbagai pandangan 
tersebut, reformasi negara algoritmik harus ditempatkan sebagai reformasi 
hukum dan demokrasi, bukan sekadar agenda modernisasi birokrasi. 

 



 

 

EPILOG 
KETIKA NEGARA BELAJAR MENJADI  

CERDAS TANPA KEHILANGAN NURANI 
 

Negara algoritmik bukan lagi bayangan masa depan. Ia telah hadir 
dalam bentuk aplikasi pelayanan publik, sistem identitas digital, basis data 
kependudukan, platform bantuan sosial, dashboard kebijakan, pengawasan 
siber, analisis risiko, dan percobaan penggunaan kecerdasan buatan dalam 
administrasi pemerintahan. Negara kini tidak hanya memerintah melalui 
undang-undang, kantor, pejabat, dan prosedur tertulis, tetapi juga melalui 
data, kode, skor, klasifikasi, prediksi, dan rekomendasi mesin. Kekuasaan 
negara tidak hilang; ia berubah bentuk. Tantangan terbesar hukum publik 
Indonesia adalah memastikan bahwa perubahan bentuk kekuasaan itu tidak 
menghapus substansi negara hukum. 

Pemikiran ini berangkat dari kegelisahan sederhana yakni ketika negara 
menjadi semakin digital dan cerdas secara teknologis, apakah warga 
menjadi semakin terlindungi, atau justru semakin rentan? Pertanyaan ini 
penting karena teknologi sering datang dengan bahasa kemajuan. AI 
dijanjikan mempercepat layanan, mengurangi korupsi, meningkatkan 
akurasi, memperbaiki perencanaan, menghemat anggaran, dan membuat 
kebijakan lebih berbasis bukti. Semua janji itu tidak boleh ditolak secara 
sinis. Negara yang lamban, boros, dan tidak responsif memang 
membutuhkan pembaruan. Namun, janji efisiensi tidak boleh membuat 
hukum kehilangan kewaspadaan. Dalam sejarah kekuasaan, banyak 
tindakan yang merugikan warga tidak selalu datang atas nama penindasan; 
sebagian datang atas nama ketertiban, rasionalisasi, modernisasi, dan 
efisiensi. 

AI dalam pemerintahan membawa paradoks. Di satu sisi, ia dapat 
membantu negara mengenali kebutuhan warga lebih cepat, mengurangi 
antrean, menemukan duplikasi bantuan, mendeteksi kebocoran anggaran, 
memetakan risiko bencana, mempercepat administrasi, dan memperkuat 
pelayanan publik. Di sisi lain, ia dapat menciptakan keputusan yang tidak 
transparan, bias, sulit digugat, dan terlalu jauh mengawasi kehidupan warga. 
Hariansah dan Qhistina (2026) menunjukkan bahwa negara digital 
Indonesia membutuhkan algorithmic due process agar penggunaan AI 
dalam pelayanan publik tidak menggerus hak konstitusional. Pujayanti 
(2025) juga menegaskan bahwa penggunaan AI dalam keputusan 
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